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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun
2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Kantor
serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai
pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi,
strategi seluruh aparat Kecamatan Bontomatene dalam membina, melayani dan
memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri,
serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan
diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama

peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang
telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan
kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Bontomatene, yang akhirnya mampu

mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan
Bontomatene masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukkan
dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Dinas
Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas
Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Bontomatene dimasa yang akan

datang.

Batangmata, 31 Juli 2023

CAMAT BONTOMATENE

RUSMIN, S.Sos. M.M
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19790804 200502 1 002
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Bab I

Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah

menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tema RKP Tahun 2024 “ Mempercepat Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “, RKPD Provinsi Sulawesi

«©

Selatan Tahun 2024 mengambil Tema Peningkatan Pemerataan
Pembangunan Untuk Pertumbuhan yang Iklusif ” sedangkan RKPD
Kabupaten Kepulauan Selayar mengangkat Tema “ Percepatan Investasi
Potensi Sumber Daya Alam dan Pembangunan Infrastruktur Menuju

Bandar Maritim”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Bontomatene menyusun
Renja Kecamatan Bontomatene Tahun 2024 yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontomatene. Renja
Kecamatan Bontomatene Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada
Renstra Kecamatan Bontomatene Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada

RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja
Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan



Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan
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1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontomatene tahun 2024

didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) ; sebagaiman telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4310); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516) ;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan ( Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodfikasi, dan NomenklaturPerencanaan
Pembangunandan keuangan daerah ( Berita Negara Tahun 2019
Nomor 1447);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);

22 .Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bontomatene (Lembaran
Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 - 2025
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009
Nomor 10);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan  Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan  Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);



27.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 80
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)

29.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Nomor )

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Bontomatene Tahun 2024 disusun dengan
maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan periode Tahun 2024 yang mengacu visi, misi dan
program Kabupaten Kepulauan Selayar guna mendorong partisipasi
aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bontomatene;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan
Sub Kegiatan Kecamatan Bontomatene Tahun 2024;

3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan
daerah antara Renja Kecamatan Bontomatene dengan RKPD

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene
untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam
lingkup Kecamatan Bontomatene dalam melaksanakan pembangunan
guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai

Rencana Strategis Kecamatan Bontomatene Tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan



Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene Tahun 2024 disusun

berdasarkan sistematika berikut :

Bab 1

Bab II

Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontomatene Tahun Lalu

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelasksanaan
Renja Kecamatan Bontomatene tahun lalu dan perkiraan capaian
tahun berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, (4) review terhadap
rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontomatene, tujuan
dan sasaran renja Kecamatan Bontomatene,

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene terdiri dari
Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta

indikator kinerja

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan
kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA
Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan,

indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bontomatene Tahun
2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator
kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi
hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bontomatene Tahun 2022 dilakukan
untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja
Kecamatan Bontomatene Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan
Bontomatene Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Realisasi anggaran kecamatan Bontomatene tahun anggaran 2022

dapat dilihat pada tabel berikut ;

PROGRAM /KEGIATAN/SU REALISASI ANGGARAN
NO
B KEGIATAN ANGGARAN Y% Rp
1 2 3 4 5
KECAMATAN
BONTOMATENE 1.706.883.700 97,66 1.666.873.919
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
1 DAERAH 1.589.122.900 97,70 1.552.577.119
KABUPATEN/KOTA




1.1

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

4.500.000

88,89

4.000.000

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

700.000

100

700.000

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

900.000

66,67

600.000

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

900.000

100

900.000

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

700.000

71,43

500.000

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

700.000

100

700.000

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

600.000

100

600.000

1.2

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

1.265.868.000

98,25

1.243.775.053

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

1.264.368.000

98,26

1.242.425.053

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

500.000

100

500.000

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

500.000

70

350.000

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD

500.000

100

500.000

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

22.125.000

100

22.125.000

1.3

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

67.571.700

92,62

62.584.404

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

5.441.700

96,46

5.248.900

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

3.400.000

75

2.550.000

10




Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

58.730.000

93,28

54.785.504

1.4

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

40.100.000

100

40.100.000

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

40.100.000

100

40.100.000

1.5

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

143.961.200

96,32

138.668.662

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

12.585.000

57,95

7.292.862

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

131.376.200

100

131.375.800

1.6

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

67.122.000

94,53

63.449.000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

62.662.000

95,77

60.009.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

4.460.000

77,13

3.440.000

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

12.000.000

87

10.440.000

2.1

Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

4.000.000

84

3.360.000

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

4.000.000

84

3.360.000

2.2

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan

4.000.000

85

3.340.000

Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

4.000.000

11

85

3.340.000




2.3

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat

4.000.000

92

3.680.000

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Pelayanan
Perizinan Non Usaha

4.000.000

92

3.680.000

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

44.700.000

99,99

44.696.000

3.1

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

44.700.000

99,99

44.696.000

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

1.500.000

100

1.500.000

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

43.200.000

99,99

43.196.000

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

8.000.000

99,38

7.950.000

4.1

Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

4.000.000

100

4.000.000

Koordinasi/sinergi dengan
perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya
dibidang penegakan
peraturan Perundang -
undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

4.000.000

100

4.000.000

4.2

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan

Ketentraman dan
Ketertiban Umum

4.000.000

98,75

3.950.000

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan
Instansi vertikal di wilayah
Kecamatan

4.000.000

98,75

3.950.000
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PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

38.580.800

95,53

36.780.800

5.1

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala
Daerah

38.580.800

95,53

36.780.800

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara

Kesatuan Republik
Indonesia

24.800.800

95,97

23.800.800

Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek,
Sosialisasi, Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

7.000.000

88,57

6.200.000

Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan Intrasuku,
Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional

6.780.000

100

6.780.000

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

14.480.000

99,65

14.430.000

6.1

Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

14.480.000

99,65

14.430.000

Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa

1.500.000

96,67

1.450.000
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Fasilitasi Penyusunan

Perencanaan 10.000.000 100 10.000.000
Pembangunan

Partisipatif

Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan 9 980.000 100 2.980.000

Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
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Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD : Kecamatan Bontomatene

Realisasi Perkiraan Realisasi
Target T'arge.t Target dan Reall§a51 Kinerja Target Capaian Target
Kinerja Kinerja Program dan Kegiatan Tahun program Renstra Perangkat
. Hasil Lalu (n-2) Daerah s/d tahun
. . . Capaian dan N
. Indikator Kinerja Program . berjalan
Urusan/Bidang Urusan . Program kegiatan
. Program/Kegiatan dan .
Kode Pemerintah Daerah dan Program (Renstra PR (Renja PR
. (outcomes) / Keluara Target Realisasi Realisasi .
/ Kegiatan . Perangkat s . Perangkat . Tingkat
Kegiatan (output) n Renja Renja . Capaian .
Daerah) . Tingkat Daerah Capaian
Kegiatan | Perangkat | Perangka o . Program . .
Tahun Realisasi tahun Realisasi
2026 s/d Daerah t Daerah (%) 2023 dan Target
Tahun tahun tahun ° Kegiatan Renftra
2021 2022 2022 s/d 2023
(1) 2) 3) 4 5 6 7 8=(7/6 9 10=(5)+7+9 11=()10/4
)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN if;ij‘:‘;;:c::’:t‘::
7 o1 o1 | PEMERINTAHAN DAERAH Ban tomatene 72,31 % 97,7% 63,03% 97,7% 155% 70,28% 97,7% 135%
KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian
Kinerja Keuangan 95,0% 97,2% 83% 97,66% 117% 85% 97,66 102%
Kec. Bontomatene
Perencanaan, Penganggaran, Persentase dokumen 99.29
7 o1 o1 | 2.01 | dan Evaluasi Kinerja Perangkat |kinerja perangkat 100 % 0} 100 % 88,89% 88% 100 % 88,89% 88%
Daerah daerah °
P Doku: P Jumlah Dokumen 9
7 01 o1 | 2.01 | 01| Lcryusunan Dokumen Ferencanadan | pe.encanaan Perangkat 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 laporan 100%
Perangkat Daerah Daerah Laporan
Jumlah Dokumen RKA-
Koordi i dan P SKPD dan Laporan 1
7 01 01 | 2.01 | 02 Door mas: can fenyusunan hasil Koordinasi 1 Dokumen Dokume 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
okumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen n
RKA-SKPD
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan hasil ! o 1 o
01 01 | 2.01 |03 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Dokrl;lme 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen dokumen 100%
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan 1 1
01 01 | 2.01 | 04 Dokumen DPA—SKP}]’Du hasil Koordinasi 1 Dokumen Dokume 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen dok 100%
Penyusunan Dokumen n oxumen
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen ! 1
01 01 | 2.01 | 05 yu Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dokume 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 100%
Dokumen Perubahan DPA-SKPD . dokumen
dan Laporan hasil n
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
X . Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan .
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan 2 2
01 01 | 2.01 | 06 X P laporan Hasil 2 Dokumen Dokume 2 Dokumen 2 Dokumen 1% 2 Dokumen 100 %
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Koordinasi Penyusunan n dokumen
LPPD dan LKPJ. yu
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase
s . s . 97 77
o1 | o1 | 2.02 g::nr::stam Keuangan Perangkat ;:T;:;:a;;c 100% o; 100% 98,25% | 98% 100% 98,25% 98%
. o
Bontomatene
Jumlah Orang yang 15 15 17
01 01 | 2.02 | 01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | menerima Gaji dan orang/12Bula | orang/1 17 Orang/12 17 Orang/ 100% 17 Orang/ orang/12 113%
Bulan 12Bulan 12Bulan
Tunjangan ASN n 2 Bulan bulan
Jumlah Dokumen hasil
. . . penyediaan 1
01 01 | 2.02 (02 iz;la}{f:a:i?;rfﬁml:slslt&?;l Administrasi 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dok 100%
ue pelaksanaan Tugas okumen
ASN
Jumlah Laporan
. . Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan SPKD dan laporan hasil 1
o1 01 | 2.02 | 05| Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ‘ap 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 laporan 100%
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
laporan keuangan
akhir tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan .
L K Keuangan/Bulanan/Tri 4
01 01 | 2.02 07 aporan feuangan wulan/Semester SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 4 laporan 100%
Bulanan /Triwulan/Semesteran Laporan

SKPD

dan laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan/Bulanan/Tri
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wulan/Semesteran
SKPD

01

01

2.03

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Persentase
Ketersediaan Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

100%

100%

01

01

2.03

03

Koordinasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah Hasil Laporan
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah
SKPD

1 Laporan

1
Laporan

01

01

2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Persentase
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

100%

100%

01

01

2.05

09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

1 orang

1 orang

01

01

2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase
Ketersediaan
administrasi Umum
Perkantoran

100%

99,68
%

100%

92,62%

92%

100%

92,62%

92%

01

01

2.06

05

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
cetakan dan
Penggandaan yang
disediakan

4 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

2 Paket

50%

01

01

2.06

06

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan yang di
sediakan

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

4 dokumen

dokumen

100%

01

01

2.06

09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

500 laporan

428
laporan

450 laporan

450
laporan

100%

450 laporan

450
laporan

90%

01

01

2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase
Ketersediaan Barang
Milik Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

01

01

2.07

1]

)

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin lainnya yang
disediakan

2 Unit

2 Unit

6 Unit

6 Unit

100%

6 Unit

6 unit

300%
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase
i i 99,88
o1 | o1 | 208 | Pemerintahan Daerah ﬁ::f:j:‘:;a“ Jasa 100% o 100% 96,32% | 96% 100% 96,32% 96%
o
Perkantoran
Jumlah laporan
. s Penyediaan Jasa 12
o1 01 | 2.08 | 02 Penyediaan Jaga KomuplkgsL Komunikasi, Sumber 12 laporan 12 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 100%
Sumber Daya Air dan Listrik . P laporan laporan
daya Air dan Listrik
Yang Disediakan
Penyedia jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan
01 o1 | 2.08 | 04 Kantor Penyediaan Jasa 12 laporan 12 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 100%
Pelayanan Umum laporan laporan
kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perserftase
01 01 | 2.09 | penunjang Urusan Pemerintahan Pe:n'lellharaan Barang
Daerah Milik Daerah 100% 100% 100% 94,53% 94% 100% 94,53% 94%
Jumlah Kendaraan
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
o1 | o1 | 2.00 | oz| Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | Lapangan yang 10 Unit 11 Unit 7 Unit 7 Unit 100% 7 Unit 7 unit 70%
Kendaraan Dinas Operasional dan Dipelihara dan
Lapangan Dibayarkan pajak dan
Perizinannya
R . Jumlah Peralatan dan
o1 01 | 2.09 | 06 Pemellharaan Peralatan dan Mesin Mesin lainnya yang 2 unit - - - - 2 Unit -
Lainnya Lo
dipelihara
Jumlah sarana dan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung
01 01 | 2.09 | 10| dan Prasarana Gedung kantor atau Kantor atau Bangunan 8 Unit 4 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 6 unit 75%
Bangunan Lainnya Lainnya yang dpelihara
atau di rehabilitasi
Peningkatan
Pelayanan di
PROGRAM PENYELENGGARAAN . 30 . . . .
o1 02 i ° 9
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ’é‘;l:lgkat Kecamatan 8 Menit Menit 25 Menit 25 Menit | 100% 20 Menit 25 Menit 310%
Desa/Kelurahan
Persentase
. . . Penyelenggaraan
01 | oz | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan | yo.;o¢np 100% 100% 100% 84% 84% 100% 84% 84%
Pemerintahan di tingkat Kecamatan .
Pemerintahan yang
dikoordinasikan
Jumlah Dokumen 1
. . . X .. 1
01 02 | 2.01 | 02 Penmgkatan efelf@ﬁtas Kegiatan Pen}ngkatan Ef§kt1v1tas 1 Dokumen Dokume 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 100%
Pemerintahan di tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan n dokumen

di Tingkat Kecamatan
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Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak

Persentase Urusan

01 02 | 2.02 | dilaksanakan oleh unit Kerja pemerintahan yang Di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah yang ada di selenggarakan
Kecamatan
Jumlah laporan
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Ez{zﬁsg;?;?:l Efektivitas 1
01 02 | 2.02 | 03| Pelayanan kepada Masyarakat di 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
. Pelayanaan Kepada laporan
wilayah Kecamatan N
Masyarakat diwilayah
kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Persentase Urusan
01 02 | 2.03 . Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 92% 92% 100% 92% 92%
yang dilimpahkan kepada Camat 1s
yang Dilimpahkan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Non 1 1
o1 02 | 2.02 | 01| yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Usaha yang 1 dokumen dokume 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen dok 100%
Perizinan Non Usaha Dilaksanakan n oxumen
Persentase
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Partisipasi
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
o1 03 DESA DAN KELURAHAN Masyarakat dalam 100% 100% 100% 99,99% 99% 100% 99,99% 99,99%
Perencanaan
Pembangunan
o1 | o3 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Kegiatan 100% 100% 100% 99,99% | 99% 100% 99,99% | 99,99%
Desa Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat ‘é‘;ﬁihal;zrl?:; gr? an
01 03 | 2.01 | 01| dalam Forum Musyawarah yaraxatan yang 7 Lembaga - 7 Lembaga 7 Lembaga 100% 7 Lembaga 7 lembaga 100%
. Berpartisipasi dalam
Perencanaan Pembangunan di Desa
Forum Musyawarah
Jumlah laporan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Ezniilf:tan Efektivitas 3
o1 03 | 2.01 | 03| Pemberdayaan Masyarakat di g 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 laporan 66%
wilayah Kecamatan Pemberdayaan laporan
Masyarakat di wilayah
kecamatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Persentase
01 | 03 | 2.06 | Keluarga Tingkat Kecamatan dan Pemberdayaan dan
Kelurahan Kesejahteraan
1009 _ _ - _ 1009 -
Keluarga Tingkat 00% 00%
Kecamatan dan
Kelurahan (%)
Jumlah Keluarga yang
01 03 | 2.06 | 03| Peningkatan Ketahanan Pangan Mengikuti Peningkatan 100
100 Keluarga - - - - -
Keluarga Ketahanan Pangan Keluarga

Keluarga
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Pemberdayaan Masyarakat dalam

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti

01 03 | 2.06 | 04| Peningkatan Penggunaan dan Pemberdayaan
Pemanfaatan Sandang Produksi Masyarakat dalam 100 Keluarea B B . B 100 _
Dalam Negeri Peningkatan g Keluarga
Penggunaan dan
Pemanfaatan Sandang
Produksi Dalam Negeri
Jumlah Keluarga yang
Peningkatan Kesadaran Keluarga Mengikuti Peningkatan
01 03 | 2.06 | 06| dalam Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Keluarga
Keterampilan untuk Mewujudkan dalam Peningkatan
Sumber Daya Manusia yang Pendidikan dan 100 Keluarga B B ) B 100 B
Berkualitas dan Berdaya Saing Keterampilan untuk Keluarga
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang
Berkualitas dan
Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang
01 03 | 2.06 | 07| dalam Peningkatan Derajat Mengikuti
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | Penumbuhan
Dengan Menerapkan Perilaku Hidup | Kesadaran Keluarga
Bersih dan Sehat dalam Peningkatan 100 Keluarga ~ ~ B ~ 100 ~
Derajat Kesehatan Keluarga
Keluarga dan
Lingkungan Dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat
Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan dan Peningkatan Mengikuti
01 03 | 2.06 | 12| Kesadaran Keluarga dalam Penumbuhan dan
Keterlibatan Perencanaan Peningkatan Kesadaran 100 Kel 100
Kehidupan Menuju Keluarga Keluarga dalam cluarga Keluarga B
Berkualitas Keterlibatan
Perencanaan
Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas
Persentase Kasus
o1 | o4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN | y i oinalitas di 1,00% 1,00% 1,00% 0,01% | 1% 1,00% 0,01% 1%
KETERTIBAN UMUM .
Tingkat kecamatan
Persentase Penerapan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan dan Penegakan
01 04 | 2.02 | peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan 100% 100% 80% 98,75% 123% 85% 98,75% 98%
Kepala Daerah Peraturan Kepala
Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan izg;lraal’; /Sinergi 12 12 o 12 .
o1 04 | 2.02 | 01| Perangkat Daerah yang Tugas dan dengan Perangkat 12 laporan laporan 12 laporan laporan 100% | 12 laporan laporan 100%

Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-undangan

Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
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dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Penegakan Peraturan
Perundang-undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Persentase Koordinasi

i i 99,27
01 | o4 | 2.03 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan 100% ’ 80% 100% | 125% 85% 100% 100%
Ketentraman dan Ketertiban Umum . %
Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara | Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, B 12 o 12 o
01 | 04 | 2,03 | 01 o = 0 ionesia dan Instansi Tentara Nasional 12 laporan 12 laporan laporan 100 % | 12 laporan lapOran 100%
Vertikal di wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi
Vertikal di wilayah
Kecamatan
Persentase Konflik
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
o1 05 A A ) 0, ) ) ) 0, 0, )
PEMERINTAHAN UMUM S'os1al Keagamaan di 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
tingkat kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Persentase Urusan
01 05 | 2.01 | Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum 100% 100% 80% 95,33% 119% 85% 95,33% 95%
Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan
Jumlah Orang yang
mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan danAKetahanan
X Nasional dalam rangka
dan Ketahanan Nasional dalam
Memantapkan
rangka Memantapkan Pengamalan .
Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Pengamalan Pancasila, 150
01 05 | 2.01 | o1 o - Pelaksanaan UUD 300 orang 300 Orang 300 Orang 100% 300 Orang 300 orang 100%
Republik Indonesia Tahun 1945, . orang
. X Negara Republik
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika .
Indonesia Tahun 1945,
Serta Pemertahanan dan . .
: Pelestarian Bhineka
Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan NKRI
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan antar suku
Fasilitasi, Koordinasi dan dan intra suku, umat
01 05 | 2.01 | 02 Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, beragama, Ras dan 50 orang - 50 orang 50 orang 100% 50 orang 50 orang 100%

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas
keamanan
local,regional dan
nasional
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Pembinaan Kerukunan antar suku
dan intra suku, umat beragama,

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan antar suku
dan intra suku, umat

01 05 | 2.01 | 04| Ras, dan golongan lainnya guna beragama, Ras dan 50 orang 50 25 orang 25 orang 100% 25 orang 25 orang 50%
. o golongan lainnya guna orang
mewujudkan stabilitas keamanan dk tabilit
lokal, regional dan nasional mewyjudian stabritas
keamanan
local,regional dan
nasional
Persentase Urusan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemeritahan Desa o o o o o o o o
o1 06 PEMERINTAHAN DESA yang mendukung 70% 100% 50% 99,65% 199% 55% 99,65% 99,%
program pemerintah
Persentase Pembinaan
Fasilitasi, Rekomendasi dan dan Pengawasan yang 09.84 o
01 | 06 | 2.01 | koordinasi Pembinaan dan di fasilitasi, 100% o 60% 99,65% | 166% 70% 99,65% 99%
Pengawasan Pemerintahan Desa direkomendasi, °
dikoordinasikan
Jumlah Dokumen yang 1
e s di fasilitasi
01 06 | 2.01 | 05 Eisiﬁ;agez(:zlzsrlall;;;?:nﬁlii‘??)g:: Pelaksanaan Tugas dan 1 Dokumen | Dokum - - - D kl -
P g Kepala Desa dan en okumen
Perangkat Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan ?:i{rrlzz::;ll 1 1 1 1
o1 06 | 2.01 | 09| Pembangunan Daerah dengan 1 Dokumen | Dokum | 1 Dokumen 100% 100%
Pembangunan Desa Pembangunan Daerah en Dokumen Dokumen Dokumen
dengan Pembangunan
Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Fasilitasi Penyusunan !
o1 06 | 2.01 | 13 e Perencanaan 1 Dokumen | Dokum 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pembangunan Partisipatif
Pembangunan en
Partisipatif
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Antar desa Fasilitasi Kerja Sama 1
01 06 | 2.01 | 14| dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Antar desa dan Kerja 1 Dokumen | Dokum - - - - - -
Ketiga Sama Desa dengan en
Pihak Ketiga
Jumlah laporan
Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan 1 1 1 1
o1 06 | 2.01 | 18| Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan | 1 Dokumen | Dokum | 1 Dokumen Dok 100% Dok Dok 100%
di Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah en oxumen okumen oxumen

Kecamatan
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Realisasi dari program /kegiatan ada yang memenuhi target kinerja hasil
/keluaran yang direncanakan, ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil
/keluaran yang direncanakan,.
a. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terpenuhinya kinerja
program/kegiatan antara lain adalah :
- Masa/waktu Pelaksanaan
- Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pemerintah Kecamatan
- Kerja Sama dengan Masyarkat
- Perencanaan yang baik
b. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya
kinerja program/kegiatan antara lain adalah:
- Kurangnya Pegawai
- Letak Geografis Kecamatan Bontomatene
- Pembiayaan
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat karena sibuk mencari nafkah akibat
ekonomi yang semakin sulit

- Perencanaan yang kurang baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene

Wilayah Kecamatan Bontomatene terdiri dari 10 Desa dan 2 Kelurahan
serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat
dimungkinkan  perkembangan  pembangunan di Kecamatan
Bontomatene lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga
menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti
perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan,
ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam

kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.
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Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene

Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel II

Catatan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Analisis
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
No| Indikator (thn n-1) (thn n) | (thn n+1) | (thn n+2) | (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
(1 (2 (3) (4) (S) (S) (7) (8) (9) (10) (11)
Peningkatan Pelayanan di tingkat
1 |Kecamatan 25 menit 20 menit 15 menit 10 menit 25 menit 15 menit 10 menit Target Tercapai
Persentase partisipasi Masyarakat
2 |dalam Perencanaan Pmbangunan 100 % 100 % 100 % 100 % 99,99 % 100 % 100 % Target Tidak Tercapai
3 Eircsaegii Kasus Kriminalitas di tingkat 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,01 % 1,00 % 1,00 % Melebihi Target
Persentase konflik Sosial dan
keagamaan di tingkat Kecamatan .
4 0% 0% 0 % 0% 0% 0% 0% Target Tercapai
Persentase Program Pemerintahan Desa .
5 vang mendukung Program Pemerintah 45 % 50% 55 % 60 % 98,65% 60 % 65 % Melebihi Target
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan
berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah
rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Bontomatene bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut

1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan

SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD
Kecamatan Bontomatene untuk cukup baik terlihat dari capaian
indikator peninkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai
yaitu 25 Menit untuk tahun 2022.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD.

Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja
SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi
masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan
Perencanaan Pembangunan .

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap
capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs
(Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan Bontomatene
sebagai penjabaran visi misi kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan
® Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan

terhadap penyusunan dokumen perencanaan

® Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat
tercapai target indikator yang telah direncanakan

® Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka
aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki
persyaratan secara kualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sudah
termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Bontomatene dan tingkat kinerja
yang dicapai oleh Kecamatan Bontomatene

Program dan kegiatan berdasarkan Kecamatan Bontomatene usulan analisis
tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD
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Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan
Kecamatan Bontomatene Tahun 2024. Program pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang menjadi Program dan Rencana Kerja Kecamatan
Bontomatene adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

o gk b=

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Nama OPD : Kecamatan Bontomatene

Tabel III

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan catatan
. . . Target . . . Target
Program /Kegiatan Indikator Ku'lerja Lokasi Capaian Pagu Program /Kegiatan Indikator Ku‘ler_]a Lokasi Capaian Pagu
Program/Kegiatan . . Program/Kegiatan . .
Kinerja Kinerja
(1) @) () 4) () (6) (7) 8) ) (10) (11)
Persentase capaian Persentase capaian
Crsel p 70,53% ersel p 70,53%
kinerja Kecamatan kinerja Kecamatan d
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Bontomatene % 1,793,140,715 | pROGRAM PENUNJANG Bontomatene % 1,793,140,71%
o ec.Bontom) o Kec.Bontomn
PEMERINTAHAN DAERAH tene URUSAN PEMERINTAHAN tene
KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian
X . 88% . . 88%
Kinerja Keuangan Kec. Kinerja Keuangan
Bontomatene(%) Kec. Bontomatene(%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Perencanaan, Kec.Bon Perencanaan, Penganggaran, Persentase Perencanaan, Kec.Bon
Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi tomaten 100% 14,000,000 dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Penganggaran, dan Evaluasi | tomaten 100% 14.000.000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah € Daerah Kinerja Perangkat Daerah e
Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen Penyusunan Dokumen \lg’z;lrllac};r?a(;l;u; ?;n kat Dok?,lme
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 2,000,000 Perencanaan Perangkat Daerah Daerah g n 2,000,000
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan hasil Koordinasi 500.000 Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan hasil Koordinasi 500.000
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 2 ’ Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- DOkr‘:me 2 ’
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahar.l
. . . . . RKA-SKPD dan Laporan hasil 1
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan hasil 1 Dokumen 2.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi Penvusunan Dokume 2 500.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan ’ ’ Dokumen Perubahan RKA-SKPD yu ’ ’
Dokumen Perubahan RKA- n
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SKPD
. . Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan . . Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan - . . Koordinasi dan Penyusunan X . . 1
Laporan hasil Koordinasi 1 Dokumen dan Laporan hasil Koordinasi Dokume
Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- 3,000,000 Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- n 3,000,000
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahap
. . . . . DPA-SKPD dan Laporan hasil 1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan hasil 1 Dokumen 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi Penyusunan Dokume 2.000.000
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan > ’ Dokumen Perubahan DPA-SKPD yu > >
Dokumen Perubahan DPA- n
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
SKPD
Koordinasi dar.l Penyusgnan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Koordinasi dale PenyuSL.man JL.nnl;?ih Laporan. Capalan. )
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kineria 2 laporan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, ] P 2,000,000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kinerja SKPD dan laporan laporan 2,000,000

LPPD dan LKPJ.

SKPD dan laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan

LPPD dan LKPJ.

Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
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Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Administarsi Keuangan Perangkat

Persentase Capaian Kinerja

Administarsi Keuangan

Persentase Capaian Kinerja

() ()
Daerah Keuangan Kec. Bontomatene 85% 1,409,080,0 Perangkat Daerah I;::::fl:r:el::c. 85% 1,409,080,
00 000
. .. . . . . . Jumlah Orang yang 17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang menerima 17 Orang/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan . Gaiid o /
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan ASN menerima L&yl dan rang
1,405,580,00 Tunjangan ASN Bulan 1,405,580,0
0 00
. . . Jumlah Dokumen hasil . . . Jumlah Dokumen hasil 1
Penyediaan Administrasi di dmini . ku Penyediaan Administrasi di dmini . LU
Pelaksanaan Tugas ASN penyediaan Administrasi 1 Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN penyediaan Administrasi Dokume
pelaksanaan Tugas ASN 1,500,000 pelaksanaan Tugas ASN n 1,500,000
. Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan %u}r;'l lahSIl;aIl{p];)r;n Iieuangarlll Akfur 500.000 Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SPKD dan 1 500.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun afun S an ;aporan nast 1 Laporan ’ Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan hasil Koordinasi ’
Koordinasi Penyusunan laporan Laporan
SKPD . SKPD Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD keuangan akhir tahun SKPD
. Jumlah Dokumen Bahan . Jumlah Dokumen Bahan 1
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan T il d Kk Pengelolaan dan Penyiapan i d "
Tanggapan Pemeriksaan anggapan Pemeriksaan dan 1 Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan Dokume
Tindak Lanjut Pemeriksaan 500,000 Tindak Lanjut Pemeriksaan n 500,000
Jumlah laporan
Koordinasi dan Penyusunan Lljilélﬁil’gl;?/)g;iZnan /Triwulan/Se 4 Koordinasi dan Penyusunan Keuangan/Bulanan/Triwulan 4
Laporan Keuangan mester SKPD dan laporan Laporan 1,000,000 Laporan Keuangan éig?:ﬁ;f; ?}:ED csli?laliporan Laporan 1,000,000
Bulanan/Triwulan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan P Bulanan/Triwulan/Semesteran Lanoran yu P
SKPD Keuangan /Bulanan/Triwulan/Se SKPD Kelpilangan /Bulanan / Triwulan
mesteran SKPD /Semesteran SKPD
Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan
Administrasi Barang Milik Daerah e o Administrasi Barang Milik s o
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada 100% 5.000.000 Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada 100% 5.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Penyusunan Perencanaan 1
Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah R.er'lcana Kebutuhan 1 Dokumen 1.000.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rer}cana Kebutuhan Dokume 1.000.000
Barang Milik daerah SKPD Barang Milik daerah SKPD
SKPD SKPD n
e Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Rekonsiliasi dan Penyusunan ;E:Iail Irlla;io;:nolfsfﬁgl:::s& dan 1 Laporan 4.000.000 Rekonsiliasi dan Penyusunan dan Penyusunan laporan 1 4.000.000
laporan Barang Milik Daerah nyusu p g P ’ : laporan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Pada Laporan ’ :
Milik Daerah Pada SKPD SKPD
as : . : . : i . . Persentase Capaian Kinerja
Administrasi Kepegawaian Persentase Capaian Kinerja o Administrasi Kepegawaian o
Perangkat Daerah Keuangan Kec. Bontomatene 85% 5.000.000 Perangkat Daerah g:::‘:i:‘:eﬁzc' 85% 5.000.000
o . o Jumlah Dokumen Monitoring . . Jumlah Dokumen Monitoring 1
I\K’[iflr:rt.znpr;g f;:}uas" dan Penilaian | g1 1asi dan Penilaian Kinerja 1 Dokumen 5.000.000 Isif’sifi‘l“;zf:lgsljeéaekseazii?an Evaluasi dan Penilaian Dokume |  5.000.000
J g Pegawai beg Kinerja Pegawai n
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Administrasi Umum Perangkat

Persentase Capaian Kinerja

Administrasi Umum Perangkat

Persentase Capaian Kinerja

85% 85%
D h K Kec.Bont t D. h K Kec.Bont t
aera euangan Kec.Bontomatene 82,060,715 aera euangan Kec.Bontomatene 82,060,71
5
Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan dan 1 paket Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan dan 1 paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang
Disediakan 7,700,000 Disediakan 7,700,000
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang cetakan 2 Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang 2 Paket
Penggandaan dan Penggandaan yang Penggandaan cetakan dan Penggandaan
disediakan 4,860,715 yang disediakan 4,860,715
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 4 Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan 4
Peraturan Perundang-Undangan | dan Peraturan Perundang- 4,500,000 dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Dokume 4,500,000
undangan yang di sediakan Undangan Perundang-undangan yang di n
sediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan 400 laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 400
dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat 65,000,000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat laporan 65,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah . Pengadaan Barang Milik Daerah .
Penunjang Urusan Pemerintah Persentas.e' Ketersediaan 100% 43.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Persentas.e. Kersediaan 100% 43.000.000
Barang Milik Daerah barang Milik Daerah
Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan i Jumlah Unit Kendaraan
o & ol L oy o : | 1 Unit 25,000,000 Pengad.aan Kendaraan Dinas D o : | 1 unit 25.000.000
perasional atau Lapangan inas Operasional atau Operasional atau Lapangan inas Operasional atau 4 4
Lapangan yang Disediakan Lapangan yang
Disediakan
Pengadaan Mebel Jl.lmla.lh Paket Mebel yang 5 Unit Pengadaan Mebel nglgh Paket Mebel yang 5 Unit 5.000.000
Disediakan 3.000.000 Disediakan
) )
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin . Pengadaan Peralatan dan Mesin Jun'{lah pmt Peralatan dan .
. . N, 2 Unit . Mesin lainnya yang 2 Unit 3.000.000
Lainnya lainnya yang disediakan 15,000,000 Lainnya Lo
disediakan
Penyediaan Jasa Penunjan Persentase Ketersediaan Jasa Penyediaan Jasa Penunjan Persentase Ketersediaan
y - Jang - 100% 178,500,000 y ) Jang Jasa Penunjang 100% | 178,500,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Perkantoran Urusan Pemerintahan Daerah
Perkantoran
Penyedia Jasa Surat Menyurat éﬁ?:??n ;?poiz? Penyediaan Jasa 12 laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat j:::z};faatpr?;iln Pf:tyedlaan la lof’an
yu 2,500,000 yu P 2,500,000
. . . Jumlah laporan Penyediaan Jasa . . . Jumlah Iapm.*an F’enyedman
Penyediaan Jasa Komunikasi, s . 8.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber 12 8.000,000
. o Komunikasi, Sumber daya Air 12 laporan ’ ’ . i ) s ’ ’
Sumber Daya Air dan Listrik e U Sumber Daya Air dan Listrik daya Air dan Listrik Yang laporan
dan Listrik Yang Disediakan . i
Disediakan
Penyedia jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyedia jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan 12
Kantor Pelayanan Umum kantor yang 12 laporan 168,000,000 Kantor Jasa Pelayanan Umum laporan 168,000,000

Disediakan

kantor yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik

Persentase Pemeliharaan

Pemeliharaan Barang Milik

Persentase Pemeliharaan

: o, 56,500,000 i o 56,500,00
Daeralf Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 100% ) ) Daeralf Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 100% ’ »
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 0
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Penyedia Jasa Pemeliharaan, Jumlah. Kendaraan Dinas
. . . . . . - Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang 8 Unit 51.000.000 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan ane Dipelihara dan 8 Unit 51.000.000
Kendaraan Dinas Operasional dan Dipelihara dan Dibayarkan pajak ’ ’ Perizinan Kendaraan Dinas yang Uip X ’ ’
L L. . Dibayarkan pajak dan
apangan dan Perizinannya Operasional dan Lapangan it
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin . Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin X
. . o 5 Unit . . . o 5 Unit
Lainnya lainnya yang dipelihara Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara
5,500,000 5,500,000
: . PROGRAM . .
PROGRAM PENYELENGGARAAN Peningkatan Pelayanan di PENYELENGGARAAN Peningkatan Pelayanan di 15
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN | Tingkat Kecamatan dan 15 Menit 27,844,348 Tingkat Kecamatan dan . 27,844,34 Prioritas
PUBLIK Desa/Kelurahan PEMERINTAHAN DAN Desa/Kelurahan Menit 8
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di tingkat | Kegiatan Pemerintahan yang 100% Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan Pemerintahan 100%
Kecamatan dikoordinasikan 10,000,000 tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan 10,000,00
o
Jumlah Laporan . e . JumIa.h L"’Tp"?an .
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Koordinasi/Sinergi
. . 5.000,000 dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan 5.000,000
dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan ’ ’ . . 1 ’ ’
. . 1 laporan Pemerintahan dengan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Pemerintahan dengan Perangkat . . . laporan
. R . . . Daerah dan Instansi Vertiakl Pemerintahan dengan
Daerah dan Instansi Vertiakl Terkait | Daerah dan Instansi Vertikal -
Terkait Terkait Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Dokumen Peningkatan . . . Jumlah Dokumen
Peningkatan efektifitas Kegiatan Efektivitas Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektivitas !
> S ! . 1 Dokumen 5,000,000 Pemerintahan di tingkat . ; . Dokume 5,000,000
Pemerintahan di tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan . n
Kecamatan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak Persentase Urusan 7.044.348 Pemerintahan yang tidak Persentase Urusan 7.044.348
dilaksanakan oleh unit Kerja pemerintahan yang Di 100% ’ 4 dilaksanakan oleh unit Kerja pemerintahan yang Di 100% ’ ’
Perangkat Daerah yang ada di selenggarakan Perangkat Daerah yang ada di selenggarakan
Kecamatan Kecamatan
. . . Jumlah laporan Peningkatan
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Jumlgl'-l laporan Peningkatan Peningkatan efektifitas Efektivitas Pelaksanaan
N Efektivitas Pelaksanaan 7,044,348 Pelaksanaan Pelayanan kepada 1 7,044,348
Pelayanan kepada Masyarakat di 1 laporan L Pelayanaan Kepada
. Pelayanaan Kepada Masyarakat Masyarakat di wilayah p laporan
wilayah Kecamatan o Masyarakat diwilayah
diwilayah kecamatan Kecamatan
kecamatan
Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan
Pemerintahan yang dilimpahkan Pemerintahan Umum yang 100% 10,800,000 Pemerintahan yang Pemerintahan Umum yang 100% 10,800,000
kepada Camat Dilimpahkan dilimpahkan kepada Camat Dilimpahkan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan .. Pelaksg naan Urusan . Jumlah dokumen Non 1
. Jumlah dokumen Non Perizinan Pemerintahan yang terkait L
yang terkait dengan pelayanan . 1 Dokumen 4,000,000 . Perizinan Usaha yang Dokume 4,000,000
2. Usaha yang Dilaksankan dengan pelayanan perizinan Non .
perizinan Non Usaha Dilaksankan n

Usaha
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Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan 1.800.000 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan 1 1.800.000
Pemerintahan yang terkait Pelaksanaan Non Perizinan 1 laporan ’ ’ Pemerintahan yang terkait Pelaksanaan Non laporan ’ 4
dengan non Perizinan pada Urusan Pemerintahan dengan non Perizinan Perizinan pada Urusan
Pemerintahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah 1 K lai ielaks'a rizin Uru.sar}r Kait Jumlah 1 K 1
yang Terkait dengan Kewenangan um i ap(;;i? ewenangan fain 1 laporan 5,000,000 emerintanan yang f reat 1L_1m a apv(1>_r an heizvenangan 1 5,000,000
lain yang dilimpahkan yang dilimpahkan dengan Kewenangan lain yang ain yang dilimpahkan aporan
dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Keterpenuhan 52.536,506 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Keterpenuhan 52.536,50
MASYARAKAT DESA DAN Pemberdayaan Desa dan 100% ’ ’ MASYARAKAT DESA DAN Pemberdayaan Desa dan 100% ’ ’ 6 Prioritas
KELURAHAN Kelurahan KELURAHAN Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan o 32.536,506 Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan o 32.536.50
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa 100% ’ ’ Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa 100% ’ ’ 6
. e Jumlah Lembaga Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga
Peningkatan Partisipasi Masyarakat 7
d alamgForum Musyzwar ah Y Kemasyarakatan yang 7 Lembaga 2,000,000 Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang Lembag 2,000,000
Perencanaan Pembaneunan di Desa Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam Forum a
gu Musyawarah Pembangunan di Desa Musyawarah
Peningkatan Efektifitas Kegiatan é;lﬁiﬁt;asp;;ag?af;nngkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan L}:{;glli?v}ilt;zp;;zafzgmgkatan 1
P(?mberday aan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di 1 Laporan 30,536,506 Pe-mberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Laporan 30,536,506
wilayah Kecamatan . wilayah Kecamatan .
wilayah kecamatan wilayah kecamatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Persentase Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Persentase Pemberdayaan
0, . )
Keluarga Tingkat Kesejahteraan Keluarga 100% 20,000,000 Kesejahteraan dan 100% 20,000,000
Kecamatan dan Tingkat Kecamatan dan Keluarga Tingkat Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan Kelurahan (%) Kecamatan dan Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan (%)
Peningkatan Ketahanan Pangan Jun'ﬂah Keluarga yang Mengikuti 100 4,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan Jumle}h K.eluarlga yang 100 4,000,000
g g g g
Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan keluarga Keluarga Mengikuti Peningkatan keluarga
Keluarga Ketahanan Pangan Keluarga
Pemberdayaan Masyarakat dalam L;Aumléﬁulf.e;uar%a }:iang Pemberdayaan Masyarakat ‘I.\T/[umle}}}{l I?e;uaria }(Iiang
Peningkatan Penggunaan dan Meng1 . kl t(:jml 2; ;y fli? Kat 100 4,000,000 dalam Peningkatan Penggunaan Meng1 rukl tilml er; ayaan 100 4,000,000
Pemanfaatan Sandang Produksi asyaraxat dalam reningkatan keluarga dan Pemanfaatan Sandang asyarakat caia keluarg
Dalam Negeri Penggunaan dan Pemanfaatan Produksi Dalam Negeri Peningkatan Penggunaan a
Sandang Produksi Dalam Negeri dan Pemanfaatan Sandang
Produksi Dalam Negeri
Peningkatan Kesadaran \I{Airrill?l}{lulfie;tizia IZ:‘; i Peningkatan Kesadaran \;Alz:lallqlu}t{ie;tiriia IZ:; i
Keluarga dalam Peningkatan K gd Kel g dal 100 4,000,000 Keluarga dalam Peningkatan K % Kel g dal 100 4,000,000
Pendidikan dan Keterampilan esadaran tieuaiga caam keluarga Pendidikan dan esadaran teuaiga caam keluarg
. Peningkatan Pendidikan dan X Peningkatan Pendidikan a
untuk Mewujudkan Sumber . Keterampilan untuk .
s Keterampilan untuk . dan Keterampilan untuk
Daya Manusia yang Mewujudkan Sumber Daya Mewujudkan Sumber Daya Mewujudkan Sumber Daya
Berkualitas dan Berdaya Saing . . Manusia yang Berkualitas - .
Manusia yang Berkualitas dan . Manusia yang Berkualitas
K dan Berdaya Saing .
Berdaya Saing dan Berdaya Saing
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Penumbuhan Kesadaran Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran

Penumbuhan Kesadaran

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan

dalam Peningkatan Derajat Keluarga dalam Peningkatan 100 4,000,000 Keluarga dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 100 4,000,000
Kesehatan Keluarga dan Derajat Kesehatan Keluarga dan keluarga Derajat Kesehatan Keluarga Peningkatan Derajat keluarg
Lingkungan Dengan Menerapkan Lingkungan Dengan Menerapkan dan Lingkungan Dengan Kesehatan Keluarga dan a
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Menerapkan Perilaku Hidup Lingkungan Dengan
Bersih dan Sehat Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan dan Peningkatan Mengikuti Penumbuhan dan
Penumbuhan  dan  Peningkatan | Kesadaran Keluarga dalam Penumbuhan dan Peningkatan | peningkatan Kesadaran
Kesadaran Keluarga dalam | Keterlibatan Perencanaan 100 4,000,000 Kesadaran Keluarga dalam Keluarga dalam Keterlibatan 100 4,000,000
Keterlibatan Perencanaan | Kehidupan Menuju Keluarga keluarga Keterlibatan Perencanaan | Pperencanaan Kehidupan keluarg
Kehidupan Menuju  Keluarga | Berkualitas Kehidupan  Menuju  Keluarga | Menuju Keluarga Berkualitas a
Berkualitas Berkualitas
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus Kriminalitas PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN di Tinglkat k ¢ 1% 28,054,494 | KETENTRAMAN DAN Kriminalitas di Tingkat 1% 28,054,494
KETERTIBAN UMUM 1 1inghkat kecamatan KETERTIBAN UMUM kecamatan
Koordi iP d P ¢ P d Koordi i P d Persentase Penerapan dan
oordinasi Penerapan dan ersentase Penerapan dan 90% 12,054,494 oordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 90% 12,054,494
Penegakan peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah Penegakan peraturan Daerah
Daerah dan Peraturan
Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kepala Daerah
e . . . s . Jumlah Laporan/Sinergi
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Laporan/Sinergi dengan Koordinasi/Sinergi dengan
dengan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang Tugas dan Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas . .
Fungsinya di Bidang Penegakan dan Fungsinya di Bidan dan Fungsinya di Bidan yang Tugas dan Fungsinya di
81Ny g g gsIny: g 12 12,054,494 gsiny g Bidang Penegakan Peraturan 12 laporan 12,054,494
Peraturan Perundang-undangan Penegakan Peraturan Perundang- 1 Penegakan Peraturan Perundang-
. t s aporan : s Perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara undangan dan/atau Kepolisian undangan dan/atau Kepolisian .
) . . . . . dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia . .
Republik Indonesia
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi
Penyelenggaraan Ketentraman Ketentraman dan Ketertiban 90% 16,000,000 | penyelenggaraan Ketentraman Ketentraman dan 90% 16,000,000
dan Ketertiban Umum Umum dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum
. . . . Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Sinergitas dengan Kepolisian Jl.lmlah Laporan Hasil . .
Sinergitas dengan Kepolisian Negara dengan Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia Sinergitas dengan Kepolisian
Republik Indonesia, Tentara gan 1.ep 1 Neg 12 10,000,000 g pu L Negara Republik Indonesia, 12 10,000,000
. X . Republik Indonesia, Tentara laporan Tentara Nasional Indonesia dan . N laporan
Nasional Indonesia dan Instansi ) . . . ; A Tentara Nasional Indonesia
. L. Nasional Indonesia dan Instansi Instansi Vertikal di wilayah . . .
Vertikal di wilayah Kecamatan . . dan Instansi Vertikal di
Vertikal di wilayah Kecamatan Kecamatan .
wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah L aporan Pelaksanaan 12 6,000,000 Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan L 12 6,000,000
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Harmonisasi
Tokoh agama dan Tokoh laporan Tokoh agama dan Tokoh lapora
Masyarakat dengan Tokoh Agama dan Masyarakat Hubungan dengan Tokoh n
Tokoh Masyarakat Agama dan Tokoh
Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase K?nfhk Sosial 0% 52,536,506 PROGRAM Persentase Kt.mfhk Sosial 0% 52,536,506
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Keagamaan di tingkat PENYELENGGARAAN URUSAN Keagamaan di tingkat
kecamatan PEMERINTAHAN UMUM kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Persentase Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum yang di 90% 52,536,506 Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum yang 90% 52,536,506

Penugasan Kepala Daerah

selenggarakan

Penugasan Kepala Daerah

di selenggarakan
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Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam

Jumlah Orang yang mengikuti
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka

Jumlah Orang yang
mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam

rangka Memantapkan Pengamalan Memantapkan Pengamalan 150 42,536,506 Memamtapkan Pengamalan rangka Memantapkan 150 42,536,506
Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara PancasilapPel aks afaan UUD orang Pancasila, Pelaksanaan UUD Pengamalan Pancasila, orang
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Ré ublik Indonesia Negara Republik Indonesia Pelaksanaan UUD Negara
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Talglun 1 941_)5 Pelestarian Bhineka Tahun 1945, Pelestarian Bhineka | Republik Indonesia Tahun
Serta Pemertahanan dan Tungeal Ika ,Serta Pemertahanan Tunggal Ika Serta Pemertahanan 1945, Pelestarian Bhineka
Pemeliharaan Keutuhan NKRI dan %imeliharaan Keutuhan dan Pemeliharaan Keutuhan Tunggal Ika Serta
NKRI NKRI Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan NKRI
o Jumlah Orang yang
Jumlah Orang yang Mengikuti . e )
Pembinaan Kerukunan antar suku Pembinaan Kerukunan antar 7.000.000 Pemblnaar} Kerukunan antar Mengikuti Pembinaan 7 000.000
dan intra suku, umat beragama, suku dan intra suku, umat U suku dan intra suku, umat Kerukunan antar suku dan e
Ras, dan golongan lainnya guna beragama, Ras dan golongan 75 Orang be.ragama’ Ras, dan golongan intra suku, umat be?agama, 7
. i : ; lainnya guna mewujudkan Ras dan golongan lainnya Orang
mewujudkan stabilitas keamanan lainnya guna mewujudkan o . o
lokal, regional dan nasional stabilitas keamanan stabilitas keamanan lokal, guna mewujudkan stabilitas
? local. regional dan nasional regional dan nasional keamanan local,regional dan
Te8 nasional
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Jumlah Laporan Konflik yang 1 3,000,000 Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Konflik 1 3,000,000
Ketentuan Peraturan Perundang- Ditangani Sesuai Ketentuan laporan Sesuai Ketentuan Peraturan yang Ditangani Sesuai lapora
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Ketentuan Peraturan n
Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Urusan Pemeritahan 60% 31,521,003 | PROGRAM PEMBINAAN DAN l‘::::::‘ltt‘:ea:']‘)‘::: an 60% 31,521,903
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Desa yang mendukung program PENGAWASAN PEMERINTAHAN yang
. mendukung program
DESA pemerintah DESA .
pemerintah
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Pembinaan dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Pembinaan dan
Koor dina;i Pembinaan dan Pengawasan yang di fasilitasi, 80% 31,521,903 | koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang di 80% 31,521,903
Pensawasan Pemerintahan Desa direkomendasi, Pengawasan Pemerintahan fasilitasi, direkomendasi,
g dikoordinasikan Desa dikoordinasikan
Jumlah yang doifasilitasi dalam Fasilitasi penselolaan keuanean Jumlah yang doifasilitasi
Fasilitasi pengelolaan keuangan rangka pengelolaan keuangan 1 2,500,000 Desa dan %en%ia agunasnh Asget dalam rangka pengelolaan 1 2,500,000
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Desa dan Pendayagunaan Aset dokumen Desa yagu keuangan Desa dan dokume
Desa Pendayagunaan Aset Desa n
: Jumlah Dokumen yang di
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan ‘fjat;IiIllilial’slizzll{;;sl zga};?l’%‘udlas dan 1 2,500,000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan | fasilitasi Pelaksanaan Tugas 1 2,500,000
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa dan Peran. kga t Desa dokumen Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Kepala Desa dan dokumen
p g Perangkat Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen fasﬂlta's.l dalam 1 3,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen fasilitasi 1 3,000,000
rangka Pelaksanaan Pemilihan dalam rangka Pelaksanaan
Kepala Desa dokumen Kepala Desa o dokume
Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa n
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , j:l‘:ﬁ};azoizmng::ﬁ:? 1 3,000,000 | Fasilitasi Pelaksanaan ;;‘:f;‘:;’g;‘;ﬁegn o 1 3,000,000
fungsi, dan Kewajiban T F gxa dan dokumen Tugas , fungsi, dan Pelaksan T g dokume
Lembaga Kemasyarakatan 'ugas, Fungsi, da elaksanaan Tugas, n

Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan

Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan

Fungsi, dan Kewajiban
Lembaga
Kemasyarakatan
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Jumlah Dokumen Fasilitasi

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 1 dokumen 11,521,903 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 11,521,903
Pembangunan Partisipatif Penyusunan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perencanaan dokumen
Pembangunan Partisipatif Partisipatif Pembangunan Partisipatif
s . Jumlah Dokumen Fasilitasi e . Jumlah Dokumen Fasilitasi
Fasilitasi KCI‘_]?. Sama Antar dalam rangka Kerja 1 dokumen 3,000,000 Fasilitasi Kerjg Sama Antar dalam rangka Kerja 1 3,000,000
Desa dan Kerja sama Desa Desa dan Kerja sama Desa dokumen
dengan Pihak Ketiga Sama Antar Desa dan Kerja dengan Pihak Ketiga Sama Antar Desa dan Kerja
Sama Desa dengan Pihak Ketiga Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
Koordinasi Pendampingan Desa di f{uml;h Lgporan Hasil 1 3,000,000 Koordinasi Pendampingan Desa «I,Lum?h Lgporan Hasil 1 laporan 3,000,000
Wilayahnya oordinasi laporan di Wilayahnya oordinasi
Pendampingan Desa di Pendampingan Desa di
Wilayahnya Wilayahnya
Koordinasi pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan Jumlah  Laporan Hasil
pembangunan Kawasan Koordinasi Pelaksanaan 1 3,000,000 pembangunan Kawasan Koordinasi Pelaksanaan 1 laporan 3,000,000
Perdesaan di wilayah Pembangunan Kawasan laporan Perdesaan di wilayah Pembangunan Kawasan
Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Perdesaan di  Wilayah
Kecamatan Kecamatan
Jumlah 1,985,634,472 Jumlah 1,985,634,472
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat
Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontomatene sebagai unsur penunjang pemerintahan dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah, terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Bontomatene tahun
2024. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.5

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama PD : Kec. Bontomatene
Kegiatan Prioritas Lokasi Indikator Kinerja B\?Sﬁ; frllré\ Catatan
No 1 3 4 7
Pemeliharaan Jalan Ruas Jumlah Pani Jal
1 Kadempak- Muntea Dusun Kadempak umiai ranjang Jalan yang 3,000,000,000 + 3 Km
- dipeliharah
(Hotmix)
Pemeliharaan Jalan Jumlah Panjang Jalan yang
2 R}las Muntea} - Tanabau Dusun Muntea dipeliharah 2,000,000,000 + 2 Km
Timur (Hotmix)

Pemeliharaan Jalan .
3 | Rusak Kadempak - Dusun Kadempak Jumlah Panjang Jalan yang

dipeliharah 400,000,000 + 400 Meter

Polebunging Timur

Perbaikan Jalan Ruas Silolo

Jumlah Panj Jal
4 | (Desa Lalang Bata) - Tulang Desa Lalangbata JIan Canjang Jaian yang

! diperbaiki 5,000,000,000 8 Km
(Desa Barugaiya)
Peningkatan Jalan Lingkar Dusun Tinggi Jumlah Pani Jal
¢ : . ggimae- jang Jalan yang
5 | Tinggimae - Maharaiya Embaiya- Maharaiya | dipeliharah 750,000,000 1.200 M
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Peningkatan Jalan (Hotmix)

Antara Desa

6 Bontomatene Timur | Jumlah Panjang Jalan yang 500,000,000 2 Km
dan Desa Bonea dipeliharah
Makmur
Peningkatan Jalan .
. Dusun Jumlah Panjang setapak yang
7 Ezf(alfbafran sepanjang Saburangia dipeliharah 150,000,000 + 200 Meter
Peningkatan Pemeliharaan Desa Balane Butun )
g | Jalan Wisata ( Batu Lohe ) g € | Jumlah Panjang Jalan yang 5,000,000,000 3,2 Km
dipeliharah
Peningkatan Jalan Tani Dusun Bahorea . . 350,000,000 2,5 Km
9 Jumlah Panjang Jalan tani yang
dipeliharah
. . Dusun Ampangan i .
10 Penlngkatan Jalan Tani Jumlah Panjang Jalan tani yang 200,000,000 2,3 Km
dipeliharah
Pembangunan Jalan Lingkar Dusun Balang - ; i
11 € anguna ala gka Butung Jumlah Panjapg Jalan lingkar 350,000,000 1,8 Km
Dusun dusun yang dibangun
Tanggul Pengaman .
12 Jalan Bajek Jumlah Panjang Tanggul 250,000,000 100 M
pengaman Jalan yang dibangun
Pembangunan Drainase Jumlah Panjang Drainase yan
13 g Dusun Bahorea dibangun jang yang 125,000,000 150 M
14 | Peningkatan Drainase Dusun Alasa Jumlah Panjang Drainase yang 100,000,000 + 200 Meter
dibangun
15 Penambahan Panjang Jumlah Panjang Drainase yang
Drainase Dusun Alasa dibangun 30,000,000 + 30 Meter
16 Peningkatan Tambatan . Jumlah Panjang tambatan Perahu
Perahu Dusun Saburangia yang dibangun 450.000.000 250 M
Tanggul Penahan Ombak Dusun Tinggimae- Jumlah Pani T | Penah
P h - umlah Panjang Tanggul Penahan
17 dan Pemecah Ombak Maharaiya Ombak dan Pemecah Ombak yang 2,750,000,000 600 M

dibangun
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Pemeliharaan Jalan Lebo-

Jumlah Panjang Jalan yang

18 Buhung Bakka Dusun Lebo dipelihara 500,000,000 | + 500 Meter

19 Perlugsgn Jembatan Dusun Karebosi Jumlah Volume Jembatan yang 200,000,000 + 350 Meter
Tanggiling diperluas
Pemeliharaan Jalan Dusun Tanabau Jumlah Paniane Jalan van

20 | Tanabau Timur - Timur dipeliharahJ & yang 500,000,000 1 Km
Muntea

21 Rehab Jembatan Dusun Nangkala Jumlah Jembatan yang direhab 200,000,000 1 Unit
Pembangunan Jembatan )

22 Penyeberangan SungaiSepe Dusun Jumlah Jembatan yang dibangun 350.000.000 1 Unit

Selamalaju ’ ’
Pemeliharaan Jalan
ipelihara

24 | Perbaikan jalan Silolo - Dusun Silolo jpmlﬁh_ll;’gnjang Jalan yang 450.000.000 + 2 Km
Tanete pale - Tanete Pale 1perbatki ’ ’ B
Peningkatan Jalan Tani b Bont 1 Jumlah P Jal

j tani yan

o5 | Gassa-Pakbatteang usun bontosatle umlah Panjang Jalan yang
(lanjutan) d1pehharah 400.000.000 400 M
Pemeliharaan Jalan Tani b Al Jumlah Pams Jal ] 300 M
Al -Liku B i usun Alasa umlah Panjang Jalan tani yang

26 asa-Liku Banri dipeliharah 350.000.000
Pemeliharaan Jalan D Bont ¢ Jumlah Pani Jal linekar ib 300 M
Lingkar Ibu Kota Desa €sa bontomatene umlah Panjang Jalan lingkar ibu

27 (lan%utan) Timur kota desa yang dipeliharah 300.000.000
Sarana Prasarana Air

28 Bersih Desa Bontomatene Jumlah sarana prasarana Air 500,000,000 5 Unit

Bersih yang disediakan

Pembangunan Kawasan Dusun TenroSelatan | jumilah Kawasan Wisata yang

29 | wisata Terpadu dibangun 2,500,000,000 2 Paket
Pembangunan Gapura )

30 | Destinasi Desa Wisata Baruia Jumlah Gapura yang dibangun 250,000,000 1 Unit

Cagar Budaya
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Rehab Lantai Lapangan

Jumlah luas lantai lapangan

sl Serbaguna Dellempangan Dusun Tenro Selatan yang direhab 185,000,000 24 x 16 M
Jumlah Panjang Pagar yang
32 Pembangunan Pagar TPU Desa MekarIndah dibangun 160,000,000 40 x 100 M
Pembangunan Tower Jumlah Tower Jaringan yang
33 Jaringan Tenro dibangun 65,000,000 1 Paket
Pembangunan Tower Dusun Jumlah Tower Jaringan yang .
34 | Jaringan BontoBontomatene dibangun 250,000,000 1 Unit
Bantuan pengadaan Bantuan
35 | tempat sampah pengadaantempat Jumlah Tempat sampah yang 100,000,000 300 Buah
disediakan
sampah
i i i i 20 Unit
36 Bantuan Mesin Pemecah Bantuan Mesin Jumlah Mesin Pemecah Kenari 10,000,000

Kenari

Pemecah Kenari

yang disediakan

Batangmata, 31 Juli 2023
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
Prioritas pembangunan Daerah selain didasarkan pada persoalan
eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung
Prioritas Pembangunan Provinsi Sul-Sel dan Prioritas Pembangunan Nasional.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan

Provinsi Sul — Sel dan Prioritas Pembangunan Nasional ditunjukkan pada

Tabel berikut :

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS SULSEL

PRIORITAS KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

berdaya saing

Memperkuat stabilitas

pemerintahan yang
akuntabel dan

Memperkuat Peningkatan Peningkatan investasi
Ketahanan Ekonomi Produktivitas dan nilai | sektor unggulan
untuk Pertumbuhan tambah Produk Daerah
berkualitas dan unggulan Daerah
berkeadilan.
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan Peningkatan Pembangu nan
I infrastruktur

menjamin pemerataan | Pembangunan

pendukung program
Memperkuat Infrastruktur yang stratecis dan prioritas
infrastruktur untuk berkualitas dan & p

pada sub
mendukung merata

kawasan/sub sentra
pengembangan
ekonomi dan
pelayanan dasar
Revolusi Mental dan | Peningkatan Peningkatan derajat
Pembangunan Kesejahteraan hidup manusia yang
Kebudayaan masyarakat yang berkarakter,

berkualitas dan berbudaya, dan
merata bermartabat

Meningkatkan sumber | Peningkatan Peningkatan Tata
daya manusia tatakelolah Kelola
berkualitas dan penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelayanan Publik
yang inovatif

dan Perubahan Iklim

Polhukhankamdan inovatif

Pelayanan Publik

Membangun Pembangunan Peningkatan kualitas
Lingkungan Hidup, kualitas lingkungan lingkungan hidup dan
meningkatkan hidup yang mitigasi bencana
ketahanan bencana, berkelanjutan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bontomatene

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar maka tujuan dan

sasaran Renja Kecamatan Bontomatene adalah :

® Meningkatkan kualitas sistem perencanaan di SKPD agar penyusunan

dokumen perencanaan dapat tepat waktu sehingga penyediaan data dan
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informasi dalam penyusunan perencanaan dapat memadai dan berkualitas
sehingga dapat mendukung kelancaran perencanaan di tingkat
Kabupaten;

® Meningkatkan kerjasama antar bagian di Kecamatan Bontomatene dalam
hal pembuatan perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang
sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk perencanaan
yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan program,kegiatan dan sub
kegiatan yang telah di tentukan.

® Meningkatkan Pelayanan dengan mengefesienkan dan mengefektifkan

waktu dalam memberikan pelayanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja
dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten demi terwujudnya

visi misi Kabupaten Kepulauan selayar serta dampaknya terhadap capaian

pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) .

Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana

program dan kegiatan sebagai berikut:

40



41



SKPD : Kecamatan Bontomatene

Tabel T.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan
Pemerintah Daerah dan Program Penting
/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaia Dana/pagu Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif
n indikatif Kinerja
Kinerja
(1) (1) @) (4) (5) (6) (7) @) ) (10)
PROGRAM PENUNJANG Persentase ca;galan kinerja Kecamatan 70,53% 70,53%
o1 o1 URUSAN PEMERINTAHAN Bontomatene % Kec. 3,897,957,764 3,968,851,161
DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Bontomatene 889% 88%
o ‘0
Bontomatene(%)
01 01 | 2.01 Perencanaan , Penganggaran , dan Persentase Keterpenuhan P?reflcar.laan ’ Kec.Bontomatene 100% 21,600,000 3 100% 21,000,000
s 1rs : Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Daerah
01 01 | 2.01]| 00| Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 3,000,000 3 1 3,000,000
01| Perangkat Daerah Dokumen Dokumen
01 01 | 2.01| 00| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 3,000,000 3 1 3,000,000
02| RKA- SKPD Dokumen Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan
01 01 | 2.01]| 00| Perubahan RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen b k& 3,000,000 3 b k& 3,000,000
03 RKA-SKPD okumen okumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen ) 3.000.000 3 ) 3.000.000
o1 01 | 2.01 32 DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen ’ ’ Dokumen ’ ’
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan
01 01 | 2.01]| 00| Perubahan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 1 3,000,000 3 1 3,000,000
05 DPA-SKPD Dokumen Dokumen
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. . Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan o . ) -
o1 01 | 2.01| 00| Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 2 Dokumen 3,600,000 2 Dokumen 3,000,000
06| Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Administarsi Keuangan Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan
o1 o1 | 2.02 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 100% 3,306,343,864 100% 3,306,335,309
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
o1 01 | 2.02| 00| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 12 Bulan 3,300,343,864 12 Bulan 3,300,335,309
01
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
o1 01 | 2.02|00|Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 3,000,000
02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ju.mlah Laporan Keuangan Bulanan/ ) .
01 01 | 2.02| 00|Keuangan Triwulanan /Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi 4 Dokumen 3,000,000 4 Dokumen 3,000,000
07| Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang
01 | o1 |2.03 pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah KeC-BontomarE: 100% 2,868,200 100% 3,000,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
01 | 01 | 2.03|00|Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2,868,200 1 Laporan 3,000,000
05
Persentase Keterpenuhan Administrasi
o1 o1 | 2.05 Administrasi Kepegawaian Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Kec.Bontomate 100% 23,800,000 100% 15,000,000
ne
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut |Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 24 Paket 23,800,000[3 24 Paket 15,000,000
01 01 [2.05 |00 |Kelengkapannya Kelengkapannya
02
Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum
o1 o1 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kec.Bontomate 100% 152,843,700 100% 132,547,652
ne
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
01 | O1 | 2.06]|00|Perlengkapan Kantor Kantoryang Disediakan 2 Paket 16,000,000 2 Paket 15,000,000
02
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Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakn
o1 01 | 2.06|00|Kantor 10 Paket 24,378,900 2 Paket 26,675,652
04
Penyediaan Barang Cetakan dan lJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 3 Paket 5,814,800 2 Paket 8,000,000
01 01 |2.06 |00 |Penggandaan Disediakan
05
o1 o1 | 2.06l 00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Dolkumen 1,200,000 4 Dokumen 2.000.000
’ 06| Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan ’ ’ ’ ’
01 01 .06 loo Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Tamu 12 Laporan 3.000.000|3 4 Dokumen 3.000.000
08
o1 01 | 2.03| 00| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 12 laporan 102,450,000 400 laporan 77,500,000
09 | Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
P d B Milik D h Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah
01 | 01 (2.07 engadaan sarang Witk Laera Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Bontomate 100% 120,534,000 100% 75,500,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ne
01 01 | 2.07| 00| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional |Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 2 Unit 60,534,000 1 Unit 53,000,000
02| atau Lapangan Lapangan yang Disediakan
01 01 | 2.07| 00| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2 Unit 60,000,000 2 paket 22,500,000
10| Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan
P di J P . v Persentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa o N
01 01 | 2.08 enye: ‘laan asa Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Bontomate 100% 146,848,000 100% 290,888,200
Pemerintahan Daerah ne
01 | o1 | 2.08|00|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber 3 laporan 24,150,000 12 laporan 23,389,000
02| Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
01 01 | 2.08]| 00| Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 laporan 122,688,000 12 laporan 267,499,200
04 Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik
o1 | o1 |2.00 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Bontomate 100% 123,120,000 100% 124,580,000
Pemerintahan Daerah ne
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas, atau 1 Unit 36,130,000 3 1 Unit 34,630,000
01 01 |2.09 |00 |Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
01 | Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
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Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

01 | 01 | 2.09|02|Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 5 Unit 33,130,000 9 Unit 19,950,000
Kendaraan Dinas Operasional dan dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor 2 Unit 45,550,000 2 Unit 55,000,000
01 01 |2.09]|00|dan Bangunan Lainnya lJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
09 [Dipelihara/Direhabilitasi
o1 01 | 2.09]| 00| Pemeliharaan/Rehabiliitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 7 Unit 8,320,000 7 Unit 15,000,000
10| Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi
o1 02 PROGRAM Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan 15 menit 6,746,500 Prioritas 15 menit 4,500,000
PENYELENGGARAAN Desa/Kelurahan
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja | Persentase Urusan pemerintahan yang Kec.Bontomate 100% 6,746,500 100% 4,500,000
01 | 02 {2.02 Perangkat Daerah yang ada di diselenggaran (%) ne
Kecamatan
. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan
01 | 02 | 2.02]|00|Perencanaan Keglatan Pelayanan kepada Kepada Masyarakat di Kecamatan 12 6,746,500 12 7,044,348
01| Masyarakat di Kecamatan Dokumen Dokumen
P t Partisipasi M kat dal .
o1 | o3 PROGRAM PEMBERDAYAAN ersentase vartisipasi Vasyarakat dalam 100% 39,044,150 Prioritas 100% 22,879,540
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |Perencanaan Pembangunan (%)
01 | 03 |2.01 Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa (%) Kec.Bontomate 100% 20,135,050 100% 5,000,000
Pemberdayaan Desa ne
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan
01 03 201 gg Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 laporan 20,1353,050 1 laporan 5,000,000
wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
01 | 03 (2.03 Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (%) 100% 18,909,100 100% 17,879,540
Tingkat Kecamatan
01 | 03 | 2.03] 00|Penyelenggaraan Lembaga j?milah Lemiaga Kemasyarakatan yang 1 Lemabaga 18,909,100 1 Lembaga 17,879,540
01| Kemasyarakatan Iselenggarakan Kemasyaraka Kemasyarak
tan atan
o1 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di 100% 41,377,300 0% 41,240,394
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM tingkat kecamatan (%)
i P t: U P intahan U di
o1 05 | 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ersentase Urusan Pemerintahan Umum yang di 20% 41,377,300 90% 41,240,394

Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

selenggarakan (%)
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Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan

Memamtapkan Pengamalan Pancgsila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 150 orang 32,848,700 150 orang 31,240,394
01 | 05201 8? Pelaksanaan UUD Negara Republik Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Ind'one&a Tahun 1945, Pelestarian Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Bhineka Tgnggal Ika Serta Pemertahanan |ygesatuan Republik Indonesia
dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Pembinaan Kerukunan antar suku dan Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanKerukunan
intra suku, umat beragama, Ras, dan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, 50 orang 8,528,600 50 orang 10,000,000
01 05 | 2.01| 00 golongan lainnya guna mewujudkan dan Golongan Lainnyg Guna Mewujgdkan Stabilitas
04| stabilitas keamanan lokal, regional dan Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
nasional
o1 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Program pemerintahan desa yang 60% 34,269,300 60% 31,521,903
PENGAWASAN PEMERINTAHAN mendukung program pemerintah (%)
DESA
Persentase pembinaan dan Persentase Keterpenuhan Fasilitasi, Rekomendasi o o
01 | 06 |2.01 Pengawasan yagn difasiitasi, dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 80% 34,269,300 80% 81,521,903
direkomendasi, dikoordinasikan (%) Pemerintahan Desa
Fasilitasi lol Kk D Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
01 | 06 | 2.01]|00f"@st1ast pengelotaan keuangan Lesa - ol d 12 dokumen 3,735,200 1 dokumen 2,500,000
03 dan Pendayagunaan Aset Desa rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
01 06 | 2.01]| 00| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka. 12 dokumen 5,792,900 1 dokumen 3,000,000
11|dan LKetertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
o1 o6 | 2.01| 00 Fasilitasi Penyusun‘ag Pe.rencanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalar.n. ran.gka 1 dokumen 17,034,400 1 dokumen 11,521,903
13| Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
01 | 06 | 2.01|00|Kawasan Perdesaan di wilayah Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah 12 laporan 7,706,800 12 laporan 6,000,000
18| Kecamatan Kecamatan
JUMLAH 4,019,395,014 4,063,891,025
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene terdiri dari Rencana Program, Rencana

Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk

Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene Tahun 2024
. . A Target |Kebutuhan
Program / Kegiatan/Sub Indikator Kinerja g.
Kode Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian |Dana/pagu
g g g g Kinerja | indikatif
(1) ) 3) 4) (5
Persentase capaian kinerja Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG o 70,53%
7 01 O URUSAN Bontomatene % 3,897,957,0)
1 PEMERINTAHAN Persentase Capaian Kinerja Keuangan 88% 14
‘o
DAERAH Kec. Bontomatene(%)
KABUPATEN/KOTA
7 lo o1l 2.01 Perencanaan , Persentase Keterpenuhan Pt.areflcax.laan . 100% 21,600,000
1 Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja
Penganggaran , dan P kat D h
Evaluasi Kinerja Perangkat erangxat Daera
Daerah
7 [0 | 01 2.01[000] penyusunan Dokumen Perencanaan{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 3,000,000
1 ! |perangkat Daerah Daerah Dokume
n
7 |0 01| 2.01 jo0O i i
1 2 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 3,000,000
Dokumen RKA- SKPD . i . Dokume
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen n
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7 (1) 01 2.01 ogo Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 3,000,000
Dokumen Dokume
RKA-SKPD n
7 lo o1l 2.01 looo|K00Tdinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 3.000.000
1 4 |Dokumen DPA- SKPD . . . ’ ’
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokume
DPA-SKPD n
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
7 (1) o1} 2.01 0(5)0 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 3,000,000
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokr;,lme
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
7 |o 01| 2.01 jooo Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 2 Laporan 3,000,000
1 6 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
(LAKIP) dan LKPJ. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 3,600,000
7 |o1|o01]2.01 000 Perangkat Daerah
7
7 lo |o1] 2.02 Administarsi Keuangan Persentase Keterpenuhan .
1 ’ Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat 100% 3’306’34‘?’6’48_
Daerah
7 o | 01| 2.02 ooo|p i Gaii dan Tuni Jumlah Orang yang Menerima 38 3.300.343.8
. enyediaan Gaji dan Tunjangan " ; ,300,343,
1 1 ASI\%, J jang Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B e
ulan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
7 g 01] 2.02 0(5)0 Laporan Keuangan Akhir SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi 1 3.000,000
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Dokumen
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
7 |o 01| 2.02 |ooo Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan 4 3,000,000
! 7 |Bulanan /Triwulanan /Semestera LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Dokumen
n SKPD Keuangan
Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Persentase Keterpenuhan
7 (1) 01] 2.03 Daerah pada Perangkat Daerah |Administrasi Barang Milik Daerah 100% 2,868,200
pada Perangkat Daerah
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Rekonsiliasi dan Penyusunan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan

(1) 01] 2.03 020 laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 2,868,200
pada SKPD
° o1l 2.05 . ) ) Persentase Keterpenuhan .
1 s Administrasi Kepegawaian Daerah( a4 i1 ictrasi Kepegawaian Perangkat 100% 23,800,000
Daerah
o | o1l 2.05 loco Pengadaan Pakaian Dinas Beserta |Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
1 : 5 |Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya 24 Paket 23,800,000
o | o1l 2.06 L. . Persentase Keterpenuhan o
1 A Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 152,843,70
Daerah o
o |o1| 2.06 looo Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
1 : 2 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantoryang Disediakan 2 Paket 16,000,000
[Penyediaan Bahan Logistik Kantor |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 10 Paket 24,378,900
01 [01 |2.06 |000 Disediakan
4
o |o1| 2.06 looo Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan
1 : 5 |Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5,814,800
Penggandaan
o | o1] 2.06 looo|Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 1,200,000
1 6 |dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan yang Dokumen
Undangan Disediakan
o1 lo1 |2.06 |ooo]Fasilitasi Kunjungnan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungnan 12 Laporan 3,000,000
8 Tamu
0 | 01| 2.03 [000|Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 102,450,000
1 9 |dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan
o | o1l 2.07 P d B Milik D h Persentase Keterpenuhan Barang Milik
o 0,
1 Penga .aan arang P 1l N aer: Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100% 120,534,00
enunjang Urusan Pemerintal Daerah 0
Daerah
P1 | 01] 2.07 |000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit 60,534,000
2 Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan
p1 | 01] 2.07 081 Pengadaan Sarana dan Prasarana |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 2 Unit 60,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Disediakan
o |o1| 2.08 P di J P . Persentase Keterpenuhan Penyediaan .
1 : enyediaan a‘sa enunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 146,848,00
Urusan Pemerintahan D )
aerah
Daerah
o [ 01] 2.08000[Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3laporan | 24,160,000
1 2 |Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
0 | 01| 2.08 [000|Penyedia jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 122,688,000
1 4 |Kantor Pelayanan Umum Kantor yang laporan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan
g 01} 2.09 Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 123,120,00
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah o
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 36,130,000
0101 2.09 0(1)0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan |atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
g 01} 2.09 ogo Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan |atau Lapangan yang Dipelihara dan S Unit 33,120,000
Kendaraan Dinas Operasional dan |Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
0 [ 01] 2.09 000|pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 45,550,000
1 9 |Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi
[Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana [Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 7 Unit 8,320,000
0101209 031 [dan Prasarana Gedung Kantor dan |Kantor dan Bangunan Lainnya yang
[Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi
o |02 PROGRAM Peningkatan Pelayanan di Tingkat 15 menit 6,746,500
1 PENYELENGGARAAN Kecamatan dan Desa/Kelurahan
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
o |o2| 2.02 Pemerintahan yang tidak Persentase Urusan pemerintahan 100% 6,746,800

dilaksanakan oleh unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

yang diselenggaran (%)
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g 02] 2.02 0(1)0 Perencanaan Kegiatan.Pelayanan Pelayanan Kepeda Masyarakat di 12 6,746,500
Kepada Masyarakat di Kecamatan |yo.ooe00 Dokumen
o 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Partisipasi Masyarakat 100% 39.044.150
1 MASYARAKAT DESA DAN dalam Perencanaan Pembangunan (%) ° ’ ’
KELURAHAN
0 | 03] 2.01 Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan Pemberdayaan 100% 20,135,050
1 Pemberdayaan Desa Desa (%)
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas
p1 | 03| 2.01 |ooo & P g
3 |Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 5 laporan 20,135,050
Masyarakat di wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Persentase Lembaga Kemasyarakatan
(1’ 03] 2.03 Kemasyrakatan Tingkat yang di berdayakan (%) 100% | 18,909,100
Kecamatan
p1 ] 03] 2.03 0(1)0 Penyelenggaraan Lembaga jl.milah LemEaga Kemasyarakatan yang 1 Lembaga | 18,909,100
Kemasyarakatan iselenggarakan Kemasyara
katan
o |os PROGRAM Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan 0% 41,377,300
1 PENYELENGGARAAN di
URUSAN PEMERINTAHAN tingkat kecamatan (%)
UMUM
o os| 2.01 Penyelenggaraan Urusan Persentase Urusan Pemerintahan 00% 41.377.300
1 Pemerintahan Umum sesuai Umum yang di selenggarakan (%) hh
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasap Kebangsaan [ jumlah Orang yang Mengikuti
dan Ketahanan Nasional dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
rangka Memamtapkfin Ketahanan Nasional dalam rangka
b1 | 05| 2.01 000 | Pengamalan Pancasila, _ [Memantapkan Pengamalan Pancasila, 150 orang | 32,848,700
1 Pelaksar'laan UUD Negara Repull:)llk Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Ind.onesm Tahun 1945, Pelestarian | Negara Republik Indonesia Tahun1945,
Bhineka Tunggal Ika Sertg Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan
Keutuhan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembinaan Kerukunan antar Jumlah Orang yang Mengikuti
b1 | 05| 2.01 looo |suku dan intra suku, umat PembinaanKerukunan Antar Suku dan 50 orang 8,528,600
4 |beragama, Ras, dan golongan Intra Suku , pmat Beragama, Ras, dan
lainnya guna mewujudkan Golopgan Lainnya Guna Mewujl'ldkan
stabilitas keamanan lokal, Sta‘t.nhtas Keamanan Lokal, Regional, dan
regional dan nasional Nasional
0 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Program pemerintahan 60% 34,269,300
1 PENGAWASAN desa yang mendukung program
PEMERINTAHAN DESA pemerintah (%)
Persentase pembinaan dan Persentase Keterpenuhan Fasilitasi, o
g 061 2.01 Pengawasan yagn difasiitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan 80% 34,269,300
direkomendasi, dan Pengawasan Pemerintahan Desa
dikoordinasikan (%)
Fasilitasi lol Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
0 06| 2.01 |jooo|ast itasi pengelolaan 12 3’735’200
1 3 |keuangan Desa dan rangka Pengelolaan Keuangan Desa dokumen
Pendayagunaan Aset Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi P 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
o | 06| 2.01 oo1|Fasilitasi Penyelenggaraan 12 5792.900
1 1 |Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman dan dokumen T
Umum Ketertiban Umum
o | o6l 2.01 loo1|Fasilitasi Penyusunan Perencanaan |Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 1 17,034,400
1 3 |Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan Partisipatif dokumen
Koordinasi pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
g 06| 2.01 0(8)1 pembangunan Kawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 12 7,706,800
Perdesaan di wilayah Perdesaan di Wilayah Kecamatan laporan
Kecamatan
JUMLAH 4,0 151,‘::95,0
Batangmata, 31 Juli 2023
CAMAT BONTOMATENE




BAB V
Penutup

Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene Tahun 2024 merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Kecamatan Bontomatene Tahun 2021-2026, yang memuat
antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontomatene,

tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Bontomatene Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Bontomatene Tahun 2024
dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja
dalam lingkup Kecamatan Bontomatene wajib melakukan pengendalian dan
evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Bontomatene ini. Hasil
evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan
Bontomatene Tahun 2024.

Batangmata, 31 Juli 2023

CAMAT BONTOMATENE

RUSMIN, S.Sos. M.M
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19790804 200502 1 002
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